
Pembebasan Bersyarat (PB)
No. SK :

Persyaratan

1. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 masa pidana 

tersebut paling sedikit 9 bulan

2. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum 

tanggal 2/3 masa pidana

3. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat

4. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana

5. Materai Rp.10.000

6. Kartu Tanda Pengenal (KTP) Penjamin

7. Kartu Keluarga (KK Penjamin)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur
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1. Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan pembebasan bersyarat. 

Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen

2. elengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 hari narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan 

dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 masa pidana narapidana berada di Lapas

3. Selanjutnya, tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian pembebasan 

bersyarat bagi narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi 

persyaratan

4. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat, Kepala Lapas 

menyampaikan usul pemberian pembebasan bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan 

kepada Kepala Kantor Wilayah

5. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian pembebasan 

bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan

6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling 

lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas

7. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat, 

Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan 

pemberian pembebasan bersyarat. Keputusan pemberian pembebasan bersyarat disampaikan kepada 

Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan kepada Kepala 

Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembebasan Bersyarat

Pengaduan Layanan
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Telepon / Whasapp : 087815524131
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